BAB Iv

TINJAUAN IHUKUHM ISLAM TERHADAP SISTIM PEHGGARADAN TANAH
GOGOLAN DI KECAMALAN $1DOARJO KABUPATEH SIDOARJIO.

A. Tinjauan deri segi pelaksanaan musyawarah.

Dalam bab III telah penulis baparken tentang pihak-
Pihak yang terlibat dalam pelaxssgnaan musyawgrah petani,
dimana, setiap kal. akan turun tanam petani gogol selalu
mengadaxan pertemuan. Disini pihak yang terlibat adalah :
= rara petani gogol (sebagai pemilik tanah)
- Kepala Desa beserta perangkatnya (pihak pengatuw)

- LMD dan KUD (pihak pendukung).

Dengan corak kehidupan masyarakat desa yang »komu -
nal dan sosislistis yang cukup mendomiunasi dalam keQ;dupan
sehari-hari, hai uemikian selalu ditunjukkan dan jugé ter=
+ihat dalem pelaksanaan musyawaral, yang mana suasana ke -
keluargaan yang cemokratis dalam kesatuan masyarakat yaug
untuk menempatkan kepentingan persama lebilh diutamakan da-

Tlpad. Kepentingan pribadi.

Seperti halnya musyawarah petani yang dilaksanaxa o

oieh nasyarakat tani Desa Lebou,suko dan Sumput, mereka @5

lam sevizp mengadakan musyawarah dilandasi atas dasar ke -

bersamwan (gotong~royong) untuk menyeiresc.kan persoalan -

persoalan yaug. vimbul. Sebagail petani yang peragama Islam

dan: dalam iingkungan. desa, apabila meiansanakan sééuatu
45
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hal yang menyangkut kepentingan bersama baik mengenai pexr-
kara perdata maupun lainnya selalu di adakan musyawara,
karena dengan bermusyawarah seseorang mempunyai hak  yang

sama dan bebas mengeluarkan pendapat.

Dalam Islam mengenai priunsip-prinsip musyawarah di-
jelaskan dengan TFirman Allah :
Jr)’l d fg)j L“")

"Dan ajaklah mereka (rakyat) bermusyawarah mengenai
segala hal ihwal mercka" (Al-qurtan 3:159).

,0“’. . s g e Lo S ey GLo YW) e (5 oA

c.) L ..‘ . )J u)
"Dan (bagi) orang-oramg yeng mematuhl seruan Tuhan -
Iya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputus: =
kan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan

sebagian rizki yang Kami beriken kepada merekal.

(Alqurtan 42:38).

Dalam bukunya Anwar Harjono, dijelaskan bahwa ten -
tang sistim atau cara melakukan musyawarah terserak sepenuh
nya pada rakyat setempat yang bersangkutan. Semua sistim
musyawarah yang pernah dikenal oleh ummat manusia tidak ada
vang secara a priori ditolak olenh Islam, tetepi yang perlu-
ditegaskan ialah bahwa dari segil hak setiap musyawarah.me -
ngandung dua hal yang pokok yaitu :

1. Adanya hak yang sama bagil peserta musyawaral.
2. Adanya hak menyatakan pendapat yang bebas dari seorang
anggéta musyawarah, walaupun berlainan dari pada}mayo—

ritas.
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Dari segi kewajiban ada dua hsl yang harus diperha -
tikan yaitu

1. Kewajiban saling menjaga hak sesama peserta, suapaya

tiap-tiap peserta dapat sepenubnya bebas menyatakan
P . ) s .
fikiren sesuai deugon pendapat dan Keyakinannya masing

masing.

2. Kewajiban mentaati keputusan bersamu.

Dalam melaksanakan musyawarah para petani bebas me

ngeluarkan pendapatnya sendiri-sendiri yang disalurkan me
lalui LMD (lembaga musyawarah desa). Hal demikion ini telah
menjadi kebiasaan dari mercka, tanpa mendapat komando dan
perintah pata petani telah mérundingkan terlebih dahulu ten
tang hal-hal yang perlu dibicarakan dalam pelaksasnaan mu -
syawarah nanti. Hal semacam inilah yang menunjukkan bahwa
sifat kebersamsan yang sudah menjedi ciri khas orang\“ desca
dan sangat tinggi nilainya.

Dengun démikian apa yang telah menjadi kebiasaan dan
masih Terpeiihara dengan kuat oleh masyarakat tersebut -se-
peruvi muudawarah.petani gogol, yang menunjukkan adanya ke -
bersamaan dan kesepakatan bergsama, dengan acuuya sxesepaka -
tan bersama tersebut maka hal itu hasus dipenuhi, sesuail

dengen sabda Nabyi

205 6 il gyt bl

sowang Islam itu terikat dengan syacauv-syarat mereka
selama syarat-syarat itu sesuai dengan kebenaran'.

(Al-Jalalucuiu abdurrahinan Bin Bakr As=Suyuti,tt:319).
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st e o) et
nramatku tidak aken beckiwpui melakukan kesalahanM.

(Abdul Wahhoo KhalleI iy77:4%).

Berdasarkan uraisu-uralan diatas penulis menggaris -
bawani banwa dalam pelaksanaan musyawarah peiani gogol ti-
dak terdapat adunya penyimpangan-penyimpangan meaurut sya -
rivat Islam juga dengan masalah-masalah yang dibicarakan -
serta hak dan kewajivau Bagi pihak-pihak yang terlibatdalam
musyawarah, mecica. sudah terbiasa selama beriwnun-tahun dan

sudah menjadi bagian dari hidup mereka.

B. Tinjauan dari segi pelaksandau pembagian tanah.

Ag«r manusia itu jangen sampat vertindak semaunya,
perlaku aniaya satu sama .alu, maka Agama mengatur pula ma-
salah-masalah muiamalah dengan sebaik-baiknya. Dengan ini-
jelaslah bahwa Agama Islam itu bukan saj« mengatur hubungan
antare manusia dengan pupan tetapi juga mengatur hubungan -
antai'« Manusia dengan sesawallyde Tirman Aliah dalam Alquran
disecuvutkan :

LA Bhoaps (ied 25 87 IL WAl 20} (o 501,

<t d alng) (PN es > L)\ §5 50 @il aln ) s
(.f.w,

nfendaklah kamu cari kampung akhirat (beribadah) de-

ngan apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu, dan Jjangan

lah kamu lupa aken nasibmu (keperluan hidup) didunia ini, -

berbuatlah baik kepada manusia gebagaimana Allah berbuat -
baik kepadamu dan gangan mencari kerusakan dimuka bumi 10l

sesungguhnya Allah tidak menyukal orang-orang yang berbuat
kerusakan®. (Alqurtan 28:77).

Dalam menjalankan mu! amalahnya, manusia diberi kebe-
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basan dan tidak ada keteriketan selama tidak ada nas yang

melarangnys, dalam kaidsh ushul disebutkan -

ol <l GO 0L e 8L sl Syl
"Asal sesuatu itu merupakan ketetapan terhadan sesu-
atu yang sudah ada berdasar keadaan semula, hingga adanya
ketetapan sesuadu yang merubahnya". (sbdul Yahhab Xhallaf

1977, hal 92).
3 sl ST PR WIN
"Asal yang ada pada manusia itu izlah kebebasanv.
(4bdul wWahhab Khallaf, 1977, hal 92).
A
PLo el o) 2
"Wamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu® €41 -

Jalaluddin Abdurrahman bin Bakr Assuyuti,tt,58).

Gogolau (sawah) kalau dilihat dari segil  tanahnya,
bahwa hak milik aias wunah yeug diberikan kepada bekas pe -
megang hak tanw. gogolan masih ada kaitannya erat dengan
pemegang huw mi..n atas tanah yang lain, artinya mereka ti-
dak dapat sekehendak hatinya terhadap miliknya tersebuu.
Valam pasal 20 UUP4 disebutkan :

1. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpe -
uuhh yang dapat dipunyai orang atas tanah, uCugau  we-
ngingat ketentuan pasal 6 (bahwa semus nuk atas tanah

mempunyai fungsi soaial).

Ze Hak wilik dapat beralih dan dialihkan kepada pihax -
iain.

Turun-temurun artinya hak milik tidak hanya berlang~
~sung selama hidupnya orang yang wempunyai dan tidak di teun-

tukan jangke waktunya, sehingga dapat dilanjutkan olen anii
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waris apabila pemiliknya meuiuggal dunia. Terkuat artinya-
bahwa hak ini tidak mudah hapus. jadi apabila seseorang
gogol/pemilik yang sudah meninggal aunia dan tanshnya di-
berikan kepada orang lain karena dianggap tidak memenuwi
syarat lagi, tidak berlzku setelah UUPA, sehingga ahii wa-
risnya dapat menuntut kembali tanah tersebut. Untuk pelak-
sanaan hak gogoiau ada formulir yang merupaxai lampirdn da
ri SK 40/Ka/1vye4 No. Ku 10/40/9. mengatur tentang bagai -

mana pelaksanaau konversi dari hak gogolan twersebut.

Dalam hukum perdata dijelaskan vauwa terjadinya hak

milik capat disebabkan karcaa :

1. Menurut hukum adat.
Terjadinya hak milii étas tanah menurut hukum acat l&
zimya bersumber pada pada pembukuau hutan. Dengan =
pembuk.an hutan itu saja (pohou-pohon ditebang) belum
lah dipervieli uak milik atas lznah, teiapi lama-kela-
maan hak tersebut menjadi kuat, yang dalam hulkum
agraria dapat disebut hak pakai. Hak pakai. ini  baru
ﬁénjadi hak milik setelah melalui proses yang memakan
waktu lama. Dengan mempergunakan hak membuka tanah /
hutan secara sah, seseorang dapat memperoleh hal mi -
lik atas tanah.

2. Xarena penctapan pemerintah.
Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah itu
diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara

dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan pera-



turan pemerintah.
5. Karena Undang-undang.

Terjadinya hak milik karena Undang-undang, artinya
Undaﬁg-undanglah yang menciptakan. Jika persyaratan -
schagaimana yany ditetapkan oleh Undang-undang dipe =
nuinl maka hak gogolan, pckulen atau saangan yang ber -
sifat tetap, karcuna hukum pada tanggal 24 September -
1960 dikonversi menjadi hak milik (Blisc 7. sulistini
Rudi T. Erwin, 1987, hal 132).

Keputusan bersama menterli Agraria dan Menteri dalam

Negeri tanggal 4 Mei 1965. Mo %0/Depag/1965 tentang pene-
Ho. 11/DDu/ 1965 '
gasan kouversi menjadi hak pakai dan pemberian hak  milik

atas bekas hak gogolan tidak tetap. Untuk dapat mempunyai

hak milik menurut UUP4 diperluken syarat-syarat yaitu yang

~

tercantum dalam paszl 21 UUPA @
1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan-badan hukum yang ditetapken oleh pemerintah.
3. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang po-
kok Agraria.
Dalam Figh Mu'amaloh milik diberikan pengertian :
Milik menurut.bahase ialah :
SVohslas)y < pdl s Q. WG SNl
s ch el
"Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk
berbuat apa saja terhadapnya® (Masduha Abdurrahman, 1986 ,

hal 66).
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All Khafif memberikan pengertion milik adalah :
(s s C&;J;J‘)cwg— Al OV b ey (}c‘opLa:;;I
aﬁj.:J\éU'

] "Wﬂwenang khusus atas sesuatu benda yang mencegun -
pihak lain bertindak atasnya dan memungKinkan peuLLlxaya,
benpuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu 1iU disnususkan
baginya selama tidak ada pencegahan s,wcatt (Masduha Abdur

rahman, 1986, hal 66).

Wewenang xkuusus atas sesuatu yang disebut milik adw
Kalanya terhada dzat sesuatu dan menfaatnyau Dovis@ile, ada -
kalanya hanya terhadap menfaatnya aiau neuya terhadap dzat
uya sajas Apabila terhadap dzat dan manfaatunya bersama,ma-
Ka wewenzug khusus itu adalah sempurna (tasam) dan apabila
hanya terhadap salah satu baik terhadapy wuusaat atau dzat-
nya saja wewenang khusus itu adalzn tidak sempurna (nagqis)
oleh karena i1tu wilik dapat dibedakan atas dua macam : -
a. Milix penuh (milkut tam) yakni milik ates zut pbenda -

beserta manfaatnya bersama.
b. Milik tidak penuh (milkun naqish) yakni milik atas -

zat benus wwau manfaatnya saja.

Sedang untux w iy . bahul tentang sesuatu zat, apauwan itu -

termasuk milik penuh (milxue tam) atau buken, perlu penu
lis peparkan tentang ci..-ciri dan cara=-cara mempeiOsch - =
milik.
Ciri-ciri husus mait.k penuh (milkut tam)

a. Pemilin aaput verbuat apa saja secara mutlak ternadap

zat benda dan atau manfaatnya dengan sepaisa’ tindakan-

7
;\_’
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yang u..o.uarkan syarat.

t be Pemilik dapat mengambil manfaat benda yang dimiliki ae
ngan segala cara pengambilen manfaat tanpa ai batasi
dengan wakiu, tempat gerta bentuk tertentu asal tvidax
dilarang oleh gsyarat'.

Ce Milik tidak meupunyal batas akhir, kecuali adanya pe -
mindahan milik. |

d. Apabila pemilik merusak miliknya, ticak wajiv wenggan-
t. kerugian.

e. Pemii.k terhadap bends tidak menerima pengguguccn.

Cara-cara memperoleh milik penuh.
a. vengan cara peugawbilan atau penguasaan peud. bebas.
b. dengan cara akad (perjanjian) pemindahan milik.
c. Dengan cara penggentian (khilatah) yaitu menempati /

mengganti pemilik yang memiliki benda.

(Masduha Abdurrahman, 19o6, hal 70).

Kalau. diperhatikan dari ciri-ciri khusus dan cara -
cara memperoleh milik penuh, mcka tidak semua ciri-ciri dan
cara-cara itu masuk dalam hal pemilikan tanah gogolan, yang
mana sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa pemilik tanah
gogolan tidak boleh dengan sekehendak hatinya untuk mengga-
rap tanah (sawah) nya, karena hal tersebut sangat berkaitan
erat. dengan lingkungan kehidupan adat setempat serta dalam

pengawasan pemerintahan desa.

Karena gogolan yang ada didesa Lebo, Suko dan Sumput



sifatnya tidak tetap dan menggunakan sistim gilir-galeng
dalam penggarapannya maka seorang pemilik gogolan tidak -
dapat menggarap tanah (sawah) nya sendiri sebelum ada mu -
syawarah bersama, dan akan dikatakan telah melanggar keten
tuan adat apabila seoramg gogol tersebut menggarap sawah

sebelum diadakan musyawarah.

Sudah menjadi kebiasaan petani gogol, apabila musim
tanam tiba dan masa tanam akan dimulai mereka mengadakan.
misyawarah serta pembagian tanah yang dilakukan dengan ca-
ra “Undian" (nomor urut) . Karena sudah terbiasa selama
bertahun-tahun maka pelaksanaan pembagian tanah  dengan
undian telah menjadi adat bagi mereka.

Dan perlu penulis paparkan disini bahwa sebelum ca-
ra undian menjadi adat kebiasaan dalam pembagian . tanah
gogolan, sistim gilir-galengnya dilakukan dengan café pe,-'
nunjukan secara langsung oleh Kepala Desa, yang mana: hal
tersebut merugikan dan membuat resah petani gogol yang le-
mal, karena cara pénunjukan akan selalu dimonopoli oleh
orang-orans tertentu saja, maka dari sinilah banyak timbul
percekcokan setiap kali dalam pembagian tanah, yang  pada
ahirnya percekcokan tersebut dapat deselesaikan dengan me-
rubah cara penunjukan menjadi undian‘yagg berlsku sampai
sekarang. ‘

Berdasarkan uraian diatas bahwa cara undian yang di
pakai Galam pembagian tanah tersebut tidak menyimpang dan

2 e - \ 1
tidak bertentaongan dengan dasar dan Driasip LMWL hukum



Islam sebagaimana disebutkan dalam Pirmon Allah

A . .
At amss cspalh ool
"Ta (Habi) menyuruh mereka berbuat baik dan melarang
berbuat mungkar (Keburukan)¥. (slgurtan 7:157).

Serta dalam kaidah kulliyah discbutkan
a5 asLa

"pdat istiadat dapat menjadi hukum". (Anwar Harjono,
1987, hal 133).

Dengan diputuskan cara undian tersebut keresahan di-
masyarakat berkuraﬁg dan dan dapat menenangkan situasi desa
sehingga cara tersebut dilakganckan hingga sekarang, disind
penulis menggaris bawahi bahwe cara undian sanget baik di -
terapkan dalam pembagian tanah tersebut, sesuai dengan ha -
dits Fabil

(e a Bt szt iz b oL

"Apa yang dilihat oleh orang-orang Islam baik, maka
bagi Allah bailk juga®w. (Anwar Ilarjono, 1987, hal 13%4).

C. Tinjavan dari segi cara peunggarapan dan pembagian hasile.

Dalam bab III telah penulis paparkan bghwa - setelah
terlaksananyz musyawarah dan pembagian taenzh, pemilik tanah
dan penggarap mengadakan perjanjien tersendiri, yakni per -
janjian (akad) peﬁggarapan dan bagi hasil, disini  petani
memakai sistim muzaratah, dimana penilik tanah menyediakan
modal penggarapan dan peaggarap henya mengeluarkan tenaga

untuk penggarapon mulai dari persiapan sampai masa panen..
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Dalam kitab masail fiqhiyah, muzara*ah adalah kerja-
- sama antara pemilik tanah dengen penggarap tanah dengan per
Janjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan. Se -
perti halnya peuggarapan tanah gogolan yang ada di desa TLe-
bo, Suko dan Sumput, mercka meclaksanakan muzara'ah dengan
bagi hasil, yaﬁg‘pembagiannya diberikan dalam béntuk.gabah.
Iengenai hak dan kewajiban masing=-masing dari pihak pemilik

dan penggarap diatur secara adat.

Menurut kebanyakan ulama membolehkan akad bagi hasil
tanamon, bailk dalam bentuk muzaratah dan musaqah secara -
terpiseh (sendiri-sendiri) meupun bersomean, hal ini berda-—
sarkan praktek Nabi dan juga prakiek sahabat Nabi yaug bia-
ga meclakukan akad bagi hasil tanamen, Sabda Rosulullah :

bt _nz _Jol chole 0 alldyes oV g aliios £ 026
Cabgis &5V frlper 5

"Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata bahwasanya Rosulu -

llah Saw. mempekerjakan pendudul: Khaibar dengan separuh ha-
sil yang tumbuh disana dari buah-bushan atau dari hasil bi-
ji=bijian". (Ibnu Hajar Al-Asqalani, tt, hal 455).

Juga hadits Wabi yang diriwayatkan Imem Muslim, Rosululleh
Saw bersabda :
(Ponl om0 L 0V fe b s _pd 35 s 25023802
o bl ¢ palidswod
tRosulullah Saw memberikan/mempekerjakan kebun kurma
Khaibar kepada orang Yahudi, dengen ketentuan mereka menger

jakannya dengan biaya mereka sendiri, dan Rosulullah mene =
rima separuh dari hasil kebun tersebut.

Berdasarkan hadits tersebut diatas tidak hanya kebun
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kurma saja yang dapat dilakukan, boleh juga penggarapan ta-
nam-tanaman seperti padi, kacang, kacang hijau dan sebagai-

nya. (iusthafa Diibu Bhibha, 1986, hal 213).

Menurut pandangan penulis, akad bagi hasil itu sama~-

sama menguntungkan kedua belah pihzak yaitu bai pemilik ta -
nah yang terkadang tidak mempunyai waktu atau keahlian da-
lam pengolahan tanah atau penanaman tanaman, sedangkan bagi
orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian terka-

dang tidak mempunyai modal berupa uang atau tanah.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka hal se -
perti penggarapan tanah yakni dengan perjanjian bagi hasil
yang sudah tumbuh dimasyarakat Indonesia sejak lama, malka
pemerintah meugatur tentang hal itu dalam bentuk hukum yai-
tu dengan dikeluarkan UU No 2 tahun 1960. Dalam Undang-un, -
dang tersebut di tegaskan bahwa hak bagi hasil tanah —tanah
negara yang digarap atau dikuasail rakyat, harus di lindungi
dan di tingkatkan yang mana dalam pelaksanaannya perlu di
‘cegah. cara-cara pembagian hasil yang merugikan penggarap -
vang pada unumnya masyarakal golongan ekonomi lemah. (Par -

lindungan SH, 1989, hal 17).

Untuk pembagian keuntungan, dalam bagi hasil didasar
kan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian dan harus dijelaskan pada
waktu terjadinya akad, hal ini dijelasksn dalam kitab 41 -

nutamalatvl maaliyah wal adabiyah, yang digebutkan :



1. Pembagian atau begi hasil itu harus discebutkon pada'
walktu akad.

2. Tasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikatkan di-
ri dalam perjanjian.

Kedua pihak menerima pembagion dari jenis yang Sama.

i
.

~
[ 2

Pada saat pembagian hasil kedua belah pihak harus sa-

ling peungertion.

5. Bagian hasil dari kedua pihak harus ada kadar jumléh-
nya seperti seperdua bagian atau scpertiga bagian dan
cebagainya.

G. Tidak sch jika disaratken ada tambahan kepada salah

satu dari bagian hasil yang disepakatio

(Ali Pikri, 1938, hal 146) «

peloksanaan bagi hosil yang biasa dilakuken oleh pe
tani rogol desa Lebo, Suko dan Sumput dipakal cera "Mgitu"
vaitu bagi tujuh hasil daon cara "aro" yaitu bagi dua ha -
sil. Dalam Islam mengenai hagian masing-masing pihak tidak
dijelaskan secara rinci, dalam hadits hanya discbutkan -
bahwa Habi mencrima scparuh dari hasiluya.

pada dasarnya semua kegiatan mutamalah diperboleh -
kon oelh syara' selama tidak menyimpang dari prinsip pokok
peraturon mitamalah, schingga diperbolehken mengambil adat
uwtul dijadikan daser peleksanaan, seloma adat tersebut
tidek bertentangan dengan priasip-prinsip pokok ajaron Io-
lam, hal ini sesual dengan flexibelitas dan semangat hukum

Tslam, sehingsa menimbullken resepsl yang damal .
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(Masduha Abdurrshmen, 1986, hal 25).

Adapun prinsip-prinsip polkok peraturan  nutamalah

aGalah sebagai berikut

a. Dilaksanakan dengan suka-samg suka atau rela-sama -re-

bo

la. TFirmsn Allah :
058 B I UL Lo Dign) LV Vi) 2N 1
A pLiis a6
uHai orang-orang yang beriman janganlah kamu sa-
ling .makan harta sesomamu dengan jalan yang batil ke-
cuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan su-
ka sama-suke diantara kamu'. (Alqurtan 4:29).
Mengenai sesuatu yong suci dan halal.

Rosulullalh memberikan peringatan sebagal berikut :

o i g A e i Lgpms O s cn gl
2D SN g8y iny AR S AL Lazhais 5,200 50 Cps
PO S s g il B3 9 )7 50 S VE (LIIG

(@R a-_\r ahi? gL

ngesungeuhnys. yvang halal itu jelas den yang haram
pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang sa-
man-samar tidak diketahui oleh orang banyak. - maka
barang siapa yang berhati-hati dalam subhat aksn ber-
sih agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terje-
rumus dalam subhat akan terjerumus dalam haram, ,bagail
kan gembala disekitar tempat terlarang mungkin terje-=
rumis kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempu-
nyal tempat terlarang dan ketahuilah bghwa  larangan
Allzh itu. adalah yang di haramkan¥. (Hamzzh Ya'qub ,
1984, hal 29).

c. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak lain. -

serta tidak.menyempitkan perekonomian.
TPirman Allsh : _
OVsudlp f N cds L5yl 658l e Lolas

Wpolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan
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taqwa dan Janganlah kamu tolong menolong dalam  dosa
den permusuhan®. (Alqurtan 5:2).

Dalam perjanjian bagi hasil dengan muzaratah tidak
boleh memisahkan tanah yang hasilnya untuk pemilik tanah. ,
sedang tanah lainnya untuk penggarap tanah, karena . dalam
prakteknya menimbulkan suatu cara pembagian yang bersifat
spekulatif, maksudnya kemungkinan tanah dan garapan yang
satu lebih baik dari pada yang lainnya, sehingga mengaki -
batkan satu pihak mendapat keuntungan lebih besar di atas
kerugian pihak lain. Islam tidak menghendaki cara yang de-

mikian itu oleh karenanya Rosulullah melarangnya.

Dalam mengadaken perjanjian (perikatan), seseorang
dapat dionggap sah melakukan perjanjian apabila telah meme
nuhi syarat. Dalam pasal 1320 KUH perdata disebutkan :

ngntuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan Empatv-
syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
5. Sesuatu hal tertentu.

4. Sesuatu sebab yang halal.

ralaw dilihat dari priunsip=-prinsip pokok peraturan
mutamalah dan syarat-syarat sahnya persetujuan dalam KUH -
perdata, maka pelaksanaan penggarapan tanah gogolan  yang
ada didesa Lebo, Suko dan Sumput tidak menyimpang dari a -
turan-aturan yang ada, hal tersebut juga dilaksanakan de -

ngan dasar suka-sama suka yang dapat dilinat pada  usktu
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misyawarah. Keputusan tidak ckan diambil kalau tidak dise-
tujui oleh para gogol yang hadir secara mayoritas, sedang
yang dijadikan obyel dalam hal ini dalah tanah gogolan sa-
wah, yang tidak termasuk obyek yang dilarang oleh  Islamn,
begitu juga sistim yang dipakai dalam penggarapannya, yang
sudah menjadi kesepakatan bersama dan mereka telah menge-
tahui tentang seluk beluk pertanian secara baik, gcehingga
tidak ada unsur yang merugiken diantara mereka, bahkan hal

tersebut dapat membantu sesamanya yang ekonominva lemah.

Sedang kecadaan orang yang mengadakan akad bagi ha-
sil dalam kitab fiqgh harus mempunyei (memiliki) kemampuan
berbuat secara penuh yang disebut dengan ahliatul ada' ya~
itu kepatuhan sescorong untuk dipandang sah kata-kata dan
perouatannya dari sudut syarc', balk yang berhubungan de -
ngan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak manusia. d;ﬁ. ti-
dak ada sesuatu yang menghalangi terhadap ahliatul adat'.

('Hallafi [";’ 1931, hal 26)0

Bagli hasil yang dilaluken masyarakat tani desa Lebo
Suiko dan Sumput, kalou dilihat dari segi keuntﬁngan yeng
diperoleh dalam bentuk uang, antara pemilik tanah dan pen-
guarap tidak seberapah joauh selisihnya, kerena sistim bagil
hagil wiritu" (penggerap hanya mengeluarkon tenaga saja) .
akan memperoleh keuntungan sckitar 25%, sedang pemilik
tanah skan wemperoieh kcuntungan sekitar 75%. Untuk bagi
hasil "Maero% pemilik tanah akan memperoleh hasil =ekitar,

6075 dan peuggarap akan memperoleh sekitar 40%.
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Dari uraian-uraian yang tersebut alatas, kalau di -

llhat secara keseluruhan, maku pcmbahasan sistim penggara~
pan tanah gogolan yang ada di Dess Lebo, Suko dan Sumput
.tidak terdapat adanya penyimpaﬁggnrpenyimpangan ataupun

berlawanan dengan prinsip-prinsip syaritat Tslam.



